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WALIKOTA KENDARI,

Bahwa dalam rangka upaya mema".l dan nreningkatkan penerimaanPajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari, ;;H perru memberilonmotivasi kepada .aparat pengerora pBB d*gd memberikan uiavapemungutan dan insentif perampauan rencanu penorimuun Fuiur u-riridan Bangunan;

Bahwa tata cara dan mekanismo penggunaan biaya pemungutan daninsentif pelampauan r€ncana penirim"i-an E t ,;;g terah ada perru
disempurnakan;

B,.ahw1 sehubungan dengan maksud tersebut t'da huruf a dan b rciahs,dipandang perlu ditetapkan peraturan watikotd k"ni"ri.

lnognqunlTg RepuHrk rndonesia r.romor 12 ruhun 19g.s tentangPajak Bumi Bangunan sebagaimana totah diubah' J"rgi;-uil;;;-
lJndang Nomor ll rahun tsoc gembaran Nrg;;; Repubrik rndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan f-em6iun'ttlgar; n.prOfif.
lndonesia Nomor 3312;

undang - undang Republik lndonesia l.lomor 6 Tahun lggo tentangPembentukan Kotamadya Daegh ringkat f 
-r"na"ri 

aeruoa|,Negara Republik lndohesia Tahun igsg Nomor 44, tumuar,"n
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3206i;-

undang - undang Republik lndonesia Nomor 21 Tahun lggz tentangBea Perolehan Hak Atas Tanah {1n Bangunan-iu"ru"."n iri"g";Republik lndonesia Tahun IggT Nornor ia,-t",irhhan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 36gg) *LgJrana telah diubahdengan undang-undang Repubrik tnoonish F6il 20 Tshun tOm(Lembaran. Negara Republlk lndonosh rahun iom Nornor 130,Tambahan Lombaran Negara Republik rruJonesia trtonror 3gsg):
undang - undang RepuHik lndonesia Nomor 32 Tahun 2w4 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara nepublik lndonesia Tahun 2oo4Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar;, nepuotk lndonesia Nomor
!!sn seaagaimana terah diubah oui rati ts'rartrii oengan unoung_
Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 200g bntang perubahin
kedua atas undang-undang Republik rrutoflssi. r.ro"tor ge-Iinun a004
tentiang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repx.rblik lndonesiaTahun 2008 Nomor s9, (tambahan t-em-baran nt"gai" R"putlii
lndonesia Nomor 4{ta4);
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Undang - undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun zw tentangPerimbangan Keuangan antara pemerir*ah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negana Republik lndonesh f"rrln 2004 Nomor 126
Tambahan Lem ba ran Negara Repu blik lndonesia rqoro, 4a3g);

!n4?ng_- undang Republik lndonesia Nomor 2g rahun 20@ tentangPajak Daerah dan Rebibusi Daerah c-emoaia" 
-N"d;;*R;-;,ttiil

lndonesia Tahun z00g Nomor 130, Timbahan Lem6aran Nb;;
Republik lndonesia Nomor SO 9);

Peraturan pemerintah Nomor 115 Tahun 1S7 trantang pembagian Hasil
Penerimaan Bea perorehan Hak Atas Tanah dan 

-Bangunin 
unt"i"

Pemerintah Pusat dan DaErah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lggg bntang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di DaErah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2001 trmhng pajak Daerah;

Peraturan P*nerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Refibusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor i2 Tahun 2ffi1bntang pokok-
Pokok Pengololaan Keuangan Daerah (Lernbaran Dserah KodKendari
Tahun 2m7 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor z Tahun 20og tentang urusan
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah t(ota Kendari raf,un 20og
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor B Tahun 2oog tenhng
Pembontukan organisasi dan Tata KerJa lembaga Teknis Daerah Kod
Kendari (Lembaran Dasrah Kota Kendari rahun 2oos fllomor g);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor [l Tahun 2009 bnhng
Pembetukan organisasi dan Tata Kerja oinns Drcrah Kota Kerdaii
(Lernbaran Daerah Kota KEndari Tahun Z0Og f'$omor g);

Perilturan Daerah Kota Kendari Nomor l0 Tahun a00s tentang
Pembentukan organisasi dan Tata KerJa sekretariat Daerah d;;
sel<retariat DPRD Kota kendari (Lembaran-Dasrah Kota Kendarl rahun
200E Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 200s
Pembentukan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota
(Lembaran Daerah Kota Ksndari Tahun AO0g tr&ornor 1l);

tentang
Kendari

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor zz rahun 2o0g tentang
flogaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AF,BD) Kota Kendari rahun
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2mg Nomor 22);

Peraturan walikota Kendari Nomor 29 Tahun zmg tentang penjabaran
APBD Kota Kendari rahun 2010 (Berih Daerah Kota Kindari Tahun
2009 Nomor 29).



Mernperhatikan

Menetapkan

1.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

: 1' Keputusan pgF"r. Dirjen Algqrran dan Dirjen pajak Nomor :5:*r#44l1s a*'l.p-scv]i"orr#";nt,ng 
rata cara

tr'G;i 
^$l,d:'nHffi JrTH?']ffi}"f ,Kotamadya-dan- xuurpJi.n yjng realisasi penerimaan paiakbumi dan eansunan ffi; 'pd*;;;;; 

_perko.raan tsxeltahun anggaran s"u"tumnya u.niir-ir"n*puumerampauirencana penorimaan; vv,.rsirr rn(

2' Keputusan Bersama Drien r*-g*lan dan Dirjen pajak Nomor:Kep.1s/Anqp oun-"iil;.e7d;/frii-',riiLns rata caraPonyaluran Biaya p*rnrnJtn prrak ts rmi'#n errrg*n"n.
MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN 
. . WALIKOTA 

. KENDARI TENTANG BIAYA3itrS,)'$ffiltr)l^*'- iier'renrMAAN" pn ix BuMr bAN

L

BA B I

{ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Kenoari;
Pemerintah Daerah adarah welitoa beserb perangkat Daerah otonomiLainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
Walikota adalah Walikota Kendari;
sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Koh Kendari;
'Dinas pendapatan dan pengeroraan Asset Daerah sdAhh Dinas pendapatan
dan Pengelolaan Asset Daerah Koh Kendari;
Kantor perayanan pajak pratama adarah Kantor perayanan pajak pratamaKendari;

Pajak bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat pBB adalah jenispenerimaan pajak pemerintah pusat yang penyetorannya k' kas Negara dandibagi hasilkan kepada daerah;
Kas daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENYETORAN PBB

Hasil penerimaan Pajak bumi dan tr"!1il'.ttpBB) merupakan penerimaan Negaradan disetor sepenuhnya ke Kas Negara.
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BAB III

BAGI HASIL PBB

Pasal 3

1) Flasil penerimaan PBB di bagi untuk Pemerintah pusat dan Daorah dengan
imbangan sebagai borikut :

a. 10 % (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat

b. 90 0,6 (sembiran puruh persen) untuk pemorintah Daerah

2) Jumlah 10% bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan
atas realisasi penerimaan pBB hhun anggaran berjalan, dengan imbangan
sebagai berikut:

a' 650'6 (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh' 
daerah Kabupaten dan Kotra ;

b' 35% (tiga puluh lima Pelsen) dibagikan secara upah pungut kepada daerah
kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui
rencana penerimaan sektor tertentu.

3) Jumlah 900,6 bagian daerah sedagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi
dengan rincian sebagai berikut :

a. 16,2a,6 (enam belas korna dua persen) untuk daerah provinsi yang
bersangkutan dan disalurkan kerekening kas umum daerah provinsi ;

b. 64,80,6 (enam puluh empat koma delapan persen) unfuk daerah dan
kabupaten kota yang bersangkutan dan disah.rrkan ke rekening kas umum
daerah kabupaten/kota ;

c' 90,6 (sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada
Direktorat Jendral pajak dan Daerah.

BAB IV

BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

1) Besarnya biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksund posal 3 ayat (3) huruf
c sebesar g0,6 (Sembilan persen) dihitung dari realisasl penarirnaan ptsB Kota
Kendari tahun berjalan.



2) Besar penerimaan biaya pemungutan PBB yang morupakan bagian Daerah

Kota Kendari sebagaimana dimaksuc.l pasal 4 ayat (1) diatas adalah 6,78%
(enam koma tujuh puluh delapan persen) untuk sektor perkotaan, Dari jumlah

keseluruhan biaya pemungutan pBB sebesar g% ($embilan persen).

BAB V

BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 5

Setiap akhir bulan kepala KP PBB Kendari atas nama Menteri Keuangan
meneibitkan Surat Perinbh membayar biaya pemungutan PBB ($pM pBB) bagian
daerah Kota Kendari.

Pasal 6

Penerimaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal s
disalurkan/ditransfer ke rekenirg Kas Daerah Kota Kendari.

Pasal 7

Penerimaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dlmaksud pasal 6 dicatat
sebagai penerimaan daerah dan dianggarkan datam APzu sebagal penerimaan

biaya pemungutan PBB baglan Daerah kota Kendari.

Pasal I
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (DPPAD) Kota Kendari setiap

tahunnya mengusulkan rencana anggaran biaya pemungutan PBB sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7.

PasEl I
Pada akhir tahun Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daorah @PPAD) Kota

Kendari mengajukan besarnya biaya pemungutan PBB secara definitive

berdasarkan realisasi penerimaan PBB,



Pasal 10

Penggunaan biaya pemungutan PBB untuk sector perkotaan sebesar 6,7g% (enam
koma tujuh puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
diatur sebagai berikut :

a.Sebesar2,00diberikankepadapetugaspemungut

b. sebesar 1,90 diberikan kepada Lurah/koordinator Kerurahan
c. sebesar 0,41 diberikan kepada camaukoordinator Kecamatan
d. Sebesar 0,37 diberikan kepada petugas di Kecamatan
e. sebesar 2,10 diberikan kepada DppAD Kota Kendari

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Perafuran wallkoh hlofnor 201 Tahun 2007
tentang Biaya Pemungutan dan lnsentif Pelampauan Rencana pensrimaan paJak
Burni dan Bangunan (pBB) dicabut dan dinyatakan tidak berhfu lagi.

Passl 12

Peraturan ini mulai berraku seJak taiggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan dl Kendari
Pada tanggal zs _ 

3

WALIKOTA KENDARI,

2010

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2s - s -

Q lr. H. ASRt[rl, il.Erry.Sc

2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

H.anannuunH. sE M.Si
Pembina Utama Muda CoL tVlc
Nip. 1955121719930:1 1 003

BERITA DAERAH KO A KENDARI TAHUN 2O1O NOMOR


